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Pendahuluan 

A. ISTILAH HUKUM ADAT 

lstilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "Huk'm" dan 
"Adah" (jamaknya, Ahkam) yang arlinya suruhan atau ketentuan. Di dalam 
Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima 
macam suruhan atau perintah yang disebut "al-ahkam al-khamsah" yaitu 
: fardh (wajib), haram (larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh 

(celaan) dan jaiz, mubah atau halal (kebolehan). Adah atau adat ini dalam 
bahasa Arab disebut dengan arli "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat 
yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan" . 

lstilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah 
lama dikenal di Indonesia seperli di Aceh Darussalam pada masa 
pemerintahan Sultan lskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini 
telah dipergunakan, ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama 
"Makuta Alam" kemudian di dalam kitab hukum "Safinatul Hukkam Fi 

Takhlisil Khassam" yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad 

Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan alas perintah Sultan 

Alaiddin Johan Syah (1781-1895). Di dalam mukadimah kitab hukum acara 
tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim 
haruslah memperhatikan Hukum Syara, Hukum Adat, serla Adat dan 
Resam.1 

Kemudian istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje, ketika 
ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan 
pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah 

-------�-·--··---·------------

l) H. Hilman Hadikusurna, 1992. Pengantar !lmu Hukuin Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 
hlm.9. 
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bahasa Bclanda "Adat-Rechl", untuk membedakan antara kebiasaan atau 
pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Sepcrti diketahui, 
hasil penelitian Hurgronjc ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian 
diberi judul De Atjehers (Orang-orang Aceh) pad a tahun 1 B94. Sejak ilulah 
Hurgronjc disebut sebagai orang yang pertama menggunakan is ti lah 
"Adat-Recht" yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat. lstilah 
ini kemudian menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornclis van 

Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul Het Adat-Rechl van 

Nederlandsch lndie (/-fu/<Um Adat Hindia Belanda). 

Sebelum diperkenalkan istilah "Adat-Recht" yang kcmuclian 
cliterjemahkan menjadi "hukum adat" oleh Christian Snouck Hurgronjc 

clan Cornelis van Vollenhovcn, berbagai istilah yang mencoba menjelaskan 
tentang hukum aclat telah dipergunakan oleh Pemerintah Hindia 13elanda. 
Hal ini clapat dilemukan dalam Peraturan l'erundang-unclangan l'emerintah 
Hindia Belanda di bawah ini:' 
1. Dalam A.B.  (Algemene Bepalingen van Wetgeving/Ketentuan

ketentuan Umum l'erundang-undangan) l'asal 11 digunakan istilah 
"Godsdienstige Wellen, Vo/ks lnstellingen En Gebruiken" (Peraturan
peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan
kebiasaan). 

2 .  Dalam R.R. (Regerings Reglement) 1854 l'asal 75 ayat (3) redaksi 
lama R.R. 1854, digunakan istilah "Godsdienstige Wellen, lnstclingcn 

en Gebruiken" (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga 

dan Kebiasaan-kebiasaan). 
3. Dalam l.S. (/ndische Staatsregeling = l'eraturan Hukum Negara 

Belanda semacam Unclang-Undang Dasar bagi l'emerintah Hindia 
flelanda) Pasal 128 ayat (4) - sebelumnya, Pasal 71 ayat (2) sub b 
redaksi baru R.R. 1 B54 yang mcngganli l'asal 75 ayat (3) redaksi lama 
R.R. 1854 .dipergunakan istilah "lnstellingcn des Volks" (Lembaga
lembaga dari Rakyat). 

4. Dalam l.S. l'asal 131 ayat (2), sub b digunakan istilah "Met /-/unnc 

Godsdiensten en Gewoonten Samenhangen de Rechts Regelen" 

(Aturan-aturan Hukum yang bcrhubungan dengan Agama-agama dan 
Kebiasaan-kebiasaan mereka). 

2) linan Sucliy<it, 19B2. !\sas-asas 1-/ukwn Adat Bekal Pcngantar, Liberty, Yogyakarta, him. 1--2; 
"' 

Bushar Muhammad, 1984. Asas�asas /-fukt1111 Adat Suatu Pcn!Jan/ar, Praclnja Pararnlta, Jakurt<1, 
hlrn. 9-10. 
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]Jendahuluan 

Dalarn R.R. 1354 l'asal 73 ayat (2), digunakan istilah "Codsdiensli&c 

Wellen en Oude /-lerkomsten" (i'eraturan-peraturan l<eagarman dan 
l<ebiasaan-kebiasaan Larna/l<uno). Codsdienstige Wellen en Oudc 

/-lerkomsten ini a/eh Ind. Stbl. 7 929 nr jo nr 487 diganti clengan istilah 
"Ad at-Recht". 

Dengan clernikian nyatalah di sini bahwa untuk "hukc1111 adal" ini
' 

sebelurn diperkcnalkannya istilah "Adat-Rechl" dipergunakan berbagai 
istilah di clalarn l'eraturan Perunclang-undangan PernerintalYHinclia llclanda 
clengan sebutan Undang-undang Agarna, Lernbaga Rakyat, l<cbiasaan
kebiasaan, clan Lernbaga Asli. Seclangkan istilah "adal rcchl" sebagairnana 
dirnaksudkan di alas baru dipcrgunakan secara resrni clalarn Undang-undang 
Pernerintah llelanda pada tahun 1920, yaitu untuk pertarna kali digunakan 
dalarn Undang-unclang Belancla rnengenai Perguruan Tinggi di negeri 
Belanda, Nederlancls) Stbl. 1920 nr. 105 dan dalarn Academisch Slaluut.' 

Sebenarnya, sebelum digunakan dalam l'eraturan Perundang
undangan l'emerintah llelancla a tau Hindia 13elanda, istilah "adat recht" 

telah sering dipergunakan dalam beberapa literatur asing tentang hukum 
adat, yang ditulis para ahli asing pacla permulaan abacl ke-20. Hal ini 
terlihat dari tulisan, I.A. Nederburg dalam bukunya berjudul Wet en Adat 

(1896), kemudian Th.W. Juynboll dalam bukunya /-iandleiding lat de l<ennis 

van de Mohammedaansche Wet (1903) dan /-/.]. Scheuer dalam bukunya 
/-let Personenrecht voor de In/anders op Java en Madoera, Codificaticproeve 

(1904).4 

B. PENGERTIAN HUKUM ADAT 

Berikutnya di bawah ini dikcmukakan tiga belas pengertian hukum adat 
yang clikemukakan para ahli dan satu pengertian clari hasil seminar 
"Hukum Adat dan l'embinaan Hukum Nasional" yang diselenggarakan 
di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang membcrikan kejelasan 
apa yang dimaksud dengan hukum adat: 
1. Menurut Cornelis van Vollenhoven 

Hukum adat adalah himpunan peraturan ten tang peri laku yang berlaku 
bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi 

3) Bush;:ir Muhtunrnad, Ibid., hlin. 10. 

4) Ibid., hlrn. 10. 
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(karena bersifat hukurn), dan pada pihak lain berada dalarn keadaan 
tidak dikodifikasikan (karena adat).5 

2. Menurut B. Tcr Haar Bzn 

Hukurn adat adalah keseluruhan aturan yang rnenjelma dari 
keputusan-keputusan para fungsionaris hukurn (dalarn arti luas) yang 
merniliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalarn pelaksana
annya berlaku serta rnerta dan ditaati dengan sepenuh hati.'' 

3. Menurut ].H.P. Bcllcfroid 

Hukurn adat adalah peraturan hidup yang rneskipun tidak 
diundangkan oleh penguasa tapi dihorrnali dan ditaati oleh rakyat 
dengan keyakinan bahwa peraturan-peraluran tersebut berlaku 
sebagai hukurn.7 

4. Menurut Hardjito Notopuro 

Hukurn adat adalah hukurn tak tertulis, hukurn kebiasaan dengan ciri 
khas yang merupakan pedornan kehidupan rakyal dalarn 
rnenyelenggarakan tata keadilan dan kescjahleraan rnasyarakal dan 
bersifat kekeluargaan.11 

5. Menurul Raden Socpomo 

Hukum adat adalah sinonim dari hukurn yang tidak tcrtulis di dalam 
peraturan legislatif, hukurn yang hidup sebagai konvensi di badan
badan hukurn Negara (Parlernen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), 
hukurn yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipcrtahankan 
di dalarn pergaulan hidup, baik di kota rnaupun di desa-desa.' 

6. Menurut Sockanto 

Hukurn adat adalah kornpleks adat-adat yang kcbanyakan tidak 
clikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan rnerniliki sanksi 
(clari hukurn itu)rn 

S) Cornclis van Vo!!enhovcn, 1983. ()ricntasi dafarn f'lllkt1rn Adil/ Indonesia, Jarnbatan kcrjasan1a 
dcngan lnkultra Foundation Inc., Jakarta, hlrn. 14. 

, 6) H. Hiln1an H<.1clikusurna, ()p. cit., hlrn. 14. 
7) Soerojo Wignjodipocro, 1983 . Pc11g;_1nt.ir cfan As.is-asas J-lukurn Adat, Huji Masagung, Jak<irt<-1, 

hlrn. 14. 
8) Hardjito_ Notopuro, 19(J9. "Tent;1ng Hukurn Acl<:1t, Pengerti;1n clan Pcrnbatasan dalarn Hukun1 

Nasion1al"1 Majalah rfuku111 Nasional, Non1or 4, Jakarl,:i, hhn. 49. 

9) R. Socpon10, 1952. Kcdudukan f'lukurn Adal di Kc1nudian 1--lari, PuslakJ RakyJt, )Jkarla, hl1n. 

30. 

l'O) Soekanto dC1n Socrjono Sockanto, 19Hl. Meninjat1l·h1kurn1\dat Indonesia, t:disi kc.:3, Disusun 
kcrnbali olch Socrjono Soekanto, Rajawali, Jakarta, hlrn. la. 
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7. Menu rut Ha 

Hukurn adal 
integralnya, 
ialah selurul 
clikenal dala 
Minangkabi 

8. Menurut Bu 

Hukum ada 
donesia da 
keseluruhar 
hidup di rr 
anggota rn 
peraturan-f 
ditetapkan 
rnernpunya 
masyarakal 
kepala acla 

9. Menurut N 

Hukurn ad 

peraluran 
raja.13 

10. Menu rut S 

Hukurn ad 
rnerniliki cl 
tertulis lai 
tidak tcrll 
tersusun d 

dasar perr 
11. Menurut I 

Hukurn a 

tingkah I; 

Indonesia 

11 l Hazairin, 1913� 

1 2) Bushar Muhan 
13) H. Hilrnan Ha 
14) Socdiman Kar 

him. 8. 



dalam keadaan 

1enjclrna dari 
1 arti luas) yang 
am pelaksana
h hati.'' 

"skipun tidak 
1ati olch rakyat 
rsebut berlaku 

aan dengan ciri 
rakyat dalam 
nasyarakat dan 

2rtulis di dalarn 
1ensi di badan
Jn sebagainya), 
; dipcrtahankan 
�sa-desa.9 

1anyakan tidak 
rnemiliki sanksi 

7. Menurut Hazairin 

Hukum adat adalah hukum yang diju111pai dala111 adat sebagai bagi�n 
integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. i\dat selengkapnya 
ialah seluruh kcbudayaan yang berkaidah scbagaimana turr1buh dan 
dikenal dalam 111asyarakat hukum adat scperti dcsa di Jawa; nagari di 
Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.1 " 

ll. Menurut Bushar Muhammad 

Hukum adat adalah huku111 yang 111cngatur tingkah l.iiku manusia In
donesia dalam hubungan satu sama lain baik yang 111crupakan 
kescluruhan kelazi111an, kebiasaan dan kesusilaan yang bc>nar-bcnar 
hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan olch 
anggotil 111asyarakat itu, maupun yang 111erupakan kcscluruhan 
peraturan-peraturiln yang 111engenai sanksi atas pelanggaran yang 
ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang 
mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dala111 
111asyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, 
kepala adat dan hakim.12 

9. Menurut M.M. Djojodigocno 

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumbcr kepada pcraturan
peraturan seperti peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan 
raj a." 

10. Menu rut Socdiman Kartohadiprodjo 

Hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tcrtulis yang tcrtentu yang 
memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbcda dari hukum 
tcrtulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya 
tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena 
tersusun dcngan dasar pernikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari 
dasar pernikiran hukum barat.1 4 

11. Menurut R.M. Socripto 

Janibatan kerjasania !--iukun1 adat adalah seinua aturan-aturan/peraturan-pcraturan adat 
tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang 

ji Masagung, Jakarta, Indonesia, yang pada urnumnya tidak lertulis yang oleh masyarakat 

.lasan dal;un Huku1n 

Rakyat, Jakarta, hl1n. 

11 Edisi kc-3, Disusun 

11) Hazairin, 19135. Tujuh Scrangkai Tcntang /'h1ku1111 Bina Aksara, Jakarta, hltn. 34. 
1 2) 13ushar Muhz11n1nad, ()p cit., hlin. 27. 

13) H. Hi!n1an Hadlkuswna, ()p cit., hlrn. 21. 
14) Socdin1an Karlohadiprodjo, 1974. /'lukurn Nasional Bebcrapa Catalan, Hinacipta, 13andu11g, 

hlrn. 8. 
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